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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Pelksanaan tugas dan kewenangan kantor pelayanan dan pengawasan bea cukai
dalam melakukan pengawasan peredaran rokok illegal dan pita cukai palsu di
Kota Padang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas intansi terkait adalah melalui
pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan
pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal, selain
itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi
dengan instansi terkait, sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan
penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap
rokok illegal.

2. Kendala yang dihadapi KPPBC Teluk Bayur dalam melakukan pengawasan rokok
illegal di Kota Padang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka
efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan
yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok
dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil),
masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya
kenaikan tarif cukai.

3. Upaya KPPBC Teluk Bayur untuk mengatasi kendala dalam melakukakan

pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.
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Upaya yang dilakukan KPPBC Teluk Bayur untuk mengatasi kendala dalam
melakukan pengawasan rokok illegal.

Bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan
terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang merugikan
negara secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian

negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan diatas terdapat

saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal yang disertai

dengan lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal.

. Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga

masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain menggangu kesehatan

dapat juga merugikan negara.

. Pemerintah dan Bea Cukai Pabean B Kota Padang dalam menjalankan tugasnya

(mengawasi peredaran rokok ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.

Kurangnya tenaga penyidik dari sektor Bea dan Cukai Sebaiknya kantor Bea
Cukai merekrut anggota baru khususnya untuk bekerja di bidang penyidik sesuai
dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi

peredaran rokok ilegal.
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